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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR <4 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal
44, Pasal 45, dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah
Sebagaimana telah beberapa kali di Ubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarclangun Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Sarclangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012
Nomaor 7);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sarolangun (Lemabaran Daerah Kabupaten Sarcolangun
Tahun 2017 Nomor 10);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penvelenggara pemerintahan Daerah.

2. Kepala Daerah disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakvat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekavaan vang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah,

f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagail bendahara umum daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan pengelolaan APDB.

B, Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

9, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yvang selanjutnya disingkat TAFD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yvang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD vang anggotanya terdin dan pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan
selaku bendahara umum daerah.

11.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yvang
berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

12.Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran bagian

keuangan selaku bendahara umum daerah.

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yvang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD vang digunakan sebabagi dasar pelaksanaan
oleh pengguna anggaran.

14.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,
vang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus vang
bertujuan untuk menunjang penvelenggaraan urusan pemerintah
daerah.

15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yvang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanngungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APRD pada SKPD.

16.Unit Kerja adalah bagian SKFD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.
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17 .Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upava
vang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
dava vang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD.

18.0rganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi vang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara republik indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan
kepercayaan terhadap tuhan vang maha esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan vang
bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-
undangan,

19.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

20.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yvang ditetapkan.

21.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah vang diakui
sebagal pengurang nilai kekavaan bersih.

22.3urat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yvang menyvatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

23 5urat Permintaan Pembayaran yang selanjutnyva disingkat 3PP
adalah  dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

24 Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh PENEZUNA
anggaran/kuasa pengguna anggaran unituk penerbilan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

25.8urat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnva disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

26.5urat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yvang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah vang bersumber dari
AFBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah berupa uang.
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Pasal 4

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah.

(2] Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan
belanja urusan pilihan.

{3} Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam
mendukung  dalam terselenggaranya  fungsi  pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit :

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan
keuvangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undang,

¢. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :
Pemerintah;

Pemerintah Daerah lainnya;
Perusahaan Daerah;
Masyarakat;

e op

Pasal &

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 hurul a diberikan kepada satuan kerja dari
Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian vang wilavah
kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan Seperti : TNI
untuk TMMD, Karya Bhakti dan Pengamanan Daerah, Kepolisian
untuk Pengamanan Daerah, Koni, HMI, BOP PAUD, PMI,
Pramuka, KNP,

{2} Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah sebagaimana di amanatkan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 hurul ¢ dibenkan dalam rangka untuk
meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Mihk Daerah scbapaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf ¢ di berikan dalam rangka untuk
meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah darn
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangarn.
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(3} Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 huruf d di berikan kepada Badan dan Lembaga :

a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yvang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Yang bersifal nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memliki
surat keterangan terdaftar wyang masyarakat/kesatuan-
kesatuan masvarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya  diakui pemerintah pusat, dan/atau
pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan dari instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannva.

(6) Hibah kepada organisasi kemasvarakatan yvang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yvayvasan atau organisasi kemasyarakatan yvang berbadan hukum
perkumpulan vang telah mendapatkan pengesahan badan hukum
dari kementerian vang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia sesuai peraturan perundang-undangan seperti : Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Karang Taruna, Organisasi
Kemahasiswaan, Organisasi Kepemudaan.

Pasal 7

(1) Hibah kepada Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat 5 diberikan dengan persvaratan paling sedikit :
a. Memiliki kepengurusan vyang jelas di daerah yang
bersangkutan,
b. Memilki surat keterangan domusili dan lurah fkepala desa
setempat atau sebutan lainnya; dan
c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
vang bersangkutan.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat 6 diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
a. Telah terdaltar pada Pemernntah Daerah setempal sekurang-
kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;
b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
vang bersanglkutan;
. Memiliki sekretariat tetap didaerah yvang bersangkutan

BAB 111
FPROSEDUR PENGANGGARAN
Pasal B

(1) Pemmerintah, pemerintah daerah lainnyva, Badan Usaha Mihk
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga,
serta organisasi kemasvarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada
kepala daerah.

(2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala
Dacrah melalui TAPD.
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(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAFD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4] menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan
PPAS.

(2} Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
(2] RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian ohjek belanja
hibah pada PPKD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) :

Pemerintah;

Pemerintah Daerah lainnya;

Perusahaan daerah;

Masvarakat dan

Organisasi Kemasyarakatan,

cROOP

Pasal 12

(1jKepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran hibah dalam lampiran Il Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD.

(2)Format lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayvat 1 tercantum dalam lampiran [I Peraturan
Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

(3)SKPD terkait vang meiakukan evaluasi usulan mencantumkan
daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam
keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa wuwang berdasarkan atas
DPA-PPKD.

Pasal 14

(1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang vang akan dihibahkan dengan keputusan kepala

daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan kepala dacrah tentang penjabaran APBD

TRl
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Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sarolangun.

DITELIT! KEBENARANY YA Ditetapkan di Sarolangun

FELAR DI LLLTT
e _;_;};;:_;3;;{31:_—.%. pada tanggal 2 Jaw=rl 2019
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CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2 Jamwart 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,
-~

THABRONI ROZALI
BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 4



